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TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang :

Mengingat

—

DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

. bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten

Gunungkidul harus memperhatikan kelestarian fungsi
lingkungan  hidup dan mengedepankan  pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
hidup;

. bahwa agar kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan

pemerintah dapat meminimalkan dampak negatif dan
mengoptimalkan dampak positif sehingga dapat berjalan
dengan efektif serta terkoordinasi perlu dilengkapi dengan
dokumen lingkungan hidup;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup di Kabupaten Gunungkidul,

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 44);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19



Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Pengganti Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);

9. Undang-Undang  Nomor 10  Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);

10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 30  Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara
Republik Indonesia 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Menetapkan :

Dalam Peratura

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008
tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun
2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun
2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun
2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 tahun
2012 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan
Menara Bersama  Telekomunikasi (Lembaran  Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

n Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.



4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.

5. SKPD yang ditunjuk adalah SKPD yang ditetapkan oleh Bupati sebagai
pengendalian dampak lingkungan.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan
fungsi tertentu.

7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat
AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.

8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan,
yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari
usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib
AMDAL atau UKL-UPL.

10.Pemrakarsa adalah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

11.Analisis Dampak Lalu Lintas, yang selanjutnya disingkat Andal Lalin adalah
studi yang mempelajari secara khusus tentang dampak lalu lintas yang
ditimbulkan oleh suatu bangunan yang mempengaruhi sistem transportasi.

BAB II
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

Setiap Pemrakarsa yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang
dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib melakukan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

(1) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
disusun dalam bentuk dokumen lingkungan hidup.

(2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :
a. AMDAL;
b. UKL-UPL; dan
c. SPPL.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

Pasal 4

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam
kriteria wajib AMDAL sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, maka rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki
UKL-UPL.

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-
UPL wajib membuat SPPL.

Jenis kegiatan yang menimbulkan gangguan lalu lintas wajib dilengkapi
dengan Andal Lalin yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dokumen
lingkungan hidup.

Pasal 5

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Andal Lalin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 6

UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai dengan formulir pengisian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

SPPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala SKPD.

Kepala SKPD memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemrakarsa yang telah
memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL.

Kepala SKPD setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi
format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-
UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pasal 8

Kepala SKPD wajib :

a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang
membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL;
atau

b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.

Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL
atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, Pemrakarsa
wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala SKPD wajib :

a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh
Pemrakarsa; atau

b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh Pemrakarsa.

Dalam hal SKPD tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau
persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3),
UKL-UPL atau SPPL yang diajukan Pemrakarsa dianggap telah diperiksa
dan disahkan oleh SKPD.

Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan
kepada Pemrakarsa

Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk
menunjang proses pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan
rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup di
Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 08
Tahun 2010 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Mei 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd
BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 14



